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Kenapa Bisa Terj adi?

Jual-BeliWTR
Upaya keras pemerintah dalam melaku\an pemberantasan,\orupsi terhadap

lembaia-lembaga pemerintah oleh KPK dalam lima tahun terakhirternyata tidak
menyu-rutkan/mlnciutkan nyali oknum aparat pemerintah untuk melakukan tindak
pidana korupsi.
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tangkapnya aparat BPK da-
lam Operasi Tangkap Tan-
gan (0TT) oleh aparat KPK
dengan dugaan terjadinya jual
beli predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang men-
jadi kewenangan Badan Pemer-
iksaan Keuangan (BPK). Ke-
napa menjadi sangat terkejut
yang luar biasa? Karena selama
ini kita sangat percaya, bahwa
lembaga yang bernama BPK ada-
lah lembaga yang paling di-
hormati, kredibel dan dise-
gani. Karena BPK adalah pa-
lang pintu tertinggi. pemer-
intah yang paling terpercaya
dalam memastikan serta men-
jamin keamanan fungsi pe-
meriksaan keuangan pemerin-
tah berdasarkan Standar Pe-
meriksaan Keuangan Negara
(SPKN 2007 yang a.l berba-
sis Kode Etik, Integritas, In-
dependensi dan Profession-
alisme) dengan kewenan-
gan utama dalam menbntukan
predikat WTP (Wajar Tan-
pa Pengecualian), WDP (Wajar
Dengan Pengecualian) atau
Disclaimernya suatu kinerja
lembaga pemerintahan baik
di Pusat, Pemprov atau Pemda./
Pemkot.

Dengan terungkapnya dug-
aan jual beli WTP di pemerintah
pusat oleh KPK melalui OTT
yang cukup mencengangkan
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alam ming'
gu ini saja kembali
kita dibikin san-
gat terkejut yang
luar biasa atas
kejadian ter-

ini, dapat dipastikan bahwa
jual beli WTP ditingkat provinsi
dan daerah/kota seluruh In-
donesia juga tidak mustahil
sudah menjadi hal yang biasa
terjadi, mengingat dalam lima
tahun terakhir hampir 50 persen
lebih gubernur/bupati/wali
kota di Indonesia pernah ter-
sangkut pidana korupsi. Ber-
dasarkan berbagai hasil ka-
jian dan penelitian terdapat
beberapa simpul-simpul ker-
awanan penylmpangan peny-
alahgunaan kewenangan da-
lam pelaksanaan fungsi pen-
gawasankeuangan pemerin-
tah karena adanya beberapa pe-
nyebab, antara lain Opportu-
n.ity adalah kesempatan dan
kemampuan untuk melaku-
kan penyimpa ngan/penyalah-
gunaan kewenangan karena
kurangnya pengawasan dan en-
forcentent yang memadai atas
penerapan Standard Pemer-
iksaan Keuangan Negara
(SPKN 200D terutama oleh ok-
num aparat yang berperilaku
menyimpang dan nakal.

Pressure berhubungan den-
gan pandangan/pikiran dan kep-
erluan oknum aparat/pejabat
terkait dengan adanya teka-
nan politil/profesilmateri yang
menyebabkan orang yang se-
mula jujur karena adanya te-
kanan politik, bisa berubah se-
hingga memiliki motif un-
tuk melakukan penyimpan-
gan terhadap prosedur ker-
ja yang ada. Cpntoh kasus hasil
audit terhadap Pemprov DKI
oleh BPK atas dugaan peny-

impangan (RS Sumber Waras)
yang menimbulkan kontro-
versi di masyarakat adalah
semata-mata karena tidak di-
lakukannya tahapan "klari-
fikasi" atas temuan oleh auditor
(BPK) terhadap audit (Pem-
da DKI) berdasarkan azas ke-
patutan sebagaimana diatur
dalam pasal 44,45,46 dan 47
SPKN 2007 serta per undang-
undangan yang berlaku.

Rationalization adalah tin-
dakan menyimpang yang di-
Iakukan oleh oknum aparatl
pejabat Negara karena memiliki
kode etik atau moral yang ren-
dah. Dalam suatu komunitas,
individu yang berinteraksi mem-
punyai standar etika yang ber-
beda, ada pihak yang san-
gat menjunjung tinggi mor-
al dan etika meskipun hidupnya
sangat sederhana dibanding-
kan dengan yang lain. Ada
pegawai yang mempunyai mor-
al yang rendahl (lou, self es-
teem) dan memandang bahwa
tindakan menyimpang seperti
jual beli predikat WTP adalah
sesuatu yang biasa. Sikap ra-
sionalisasi tersebut berhubun-
gan erat dengan latar bela-
kang keluarga, lingkun-
gan dan pendidikan.

Dalam upaya mengemba-
likan nama baik dan reputasi
BPK sebagai lembaga pemeriksa
keuangan pemerintah yang kom-
peten, kredibel, indepen-
den, professional, transparan,
akuntabel dan terpercaya, maka
langkah-langkah komprehen-
sif, drastis dan strategis perlu
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segera dilakukan oleh BpK den-
gan -upaya nyata. antara
larn berupa: Restricted Entry
Polici adalah mentransfor--
masi sistem seleksi ketua, pe-
j*gt dll aparat BPK yang
lebih selektif berdasarkan uji
kelayakan dan kepatutan bei-
basis- kompetensi piofesi pemer-
lksa keyangan yang handal. pro-
fesional. berintegritas dan non
partisan. Sense of Urgency ada-
lah agar Ketua BPK din jajaran
pimpinan terpilih harus memi-
liki naluri kesegeraan dan ke-
pekaan yang tinggi terh-
adap pencegahan dan penanggu-
langan terhadap simpul-simpul
rawan penyimpangan.

Pihak pimpinan BPK har-
us mem il i ki pengawasan yang me-
madai atas pengawasan melekat
yang ada, bahwa tindakan yang
mereka lakukan adalah da-
lam rangka "for the best iruter-
est of organization rather than
for. their own interest". Control
ent,ironment adalah suatu bu-
daya pengendalian lingkun-
gan dan ini berpulang kepa-
da manusia atau individu. di
mana ia beradp, bekerja dan
berinteraksi yang menyang-
kut integritas, etika dan nilai
serta kompetensi. Sebaik apap-
un sistem yang telah diban-
gun, apabila individu atau
orangyang ada didalamnya ber-
liat lalu bekerja sama, apakah
dengan rekan pihak ekster-
nal untuk melakukan tindakan
curang/ menyimpang, maka
sistem tersebut akan sia-sia
dan tidak berarti.

Kepada Pemprov, Pemda
dan Pemerintah Kota, kejadian
jual beli WTP yang telah terjadi
bisa menjadi pembelajaran ma-
hal. bahwa yang perlu dicatat
bahwa organisasi pemerintah
harus menyadari pentingnya
memilih dan mengembangkan
sumber daya manusianya den-
gan mengembangkan "hiring
standard" yang tinggi, teru--

tama dari sisi etika dan kom-
petensi. Penilaian data dan
informasi dari calon pegawai
harus dilakukan secaialnde-
penden. Artinya. pegawai yang
akan drterima harus diteliti
asal-usul dan bagaimana pe-
rilaku serta kinerjinya di tem-
pat kerja yang lama Qtast per-
lorma.nce).

Di samping itu. organisa-
si pemerintah harus mempu-
nyai kode etik yang jelas, te-
gas dan efektif, sehingga dit-
erapkan dengan baik dan be-
nar di dalam organisasi pemer-
intahan. Selain itu, perusahaan
pemerintahan harus mempu-
nyai hotline atau jalur ko-
munikasi khusus yang terse-
dia kapan saja untuk mend-
engarkan keluhan dan ad-
uan dari para pegawailpejabat
atau pihak luar perusahaan
yang mengadukan suatu tinda-
kan apapun yang menyangkut
kecurangan atau penyalatr gu-
naan data. informasi. asset,
wewenang, otorisasi dan lain se-
bagainya yang disebut uhistle-
blou'er.

Whi s tleblo u)er umumnya
dilakukan oleh pihak yang
lemah dan yang terdiskrimi-
nasi yang telah lama menge-
tahui terjadinya kecurangin.
namun tidak mempunyai daya
untuk melaporkannya. Dengan
demikian. ke depannya diharap-
kan pemerintah provinsi. pemer-
intah daerah dan pemerintah
kota tidak lagi berlomba-lomba
mengejar WTP semata, namufi
lebih mengedepankan tata
kelola pemerintahan yang lebih
sehat. transparan. akuntabel,
tesponsibel, kredibel dan terper-
caya, karena berkinerja produk-
tif serta dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat luas.
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